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I.  UMUM 
 

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan 
atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan 
jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang 
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur 
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui 
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan 
pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga 
mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan 
pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan 
sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam 
masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, 
terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada 
umumnya.  

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas 
yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional 
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maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang 
semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan 
korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan 
generasi muda pada umumnya.  

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 
Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, 
dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika 
karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam 
Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan 
melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain 
itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera 
terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik 
dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan 
pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, 
ukuran, dan jumlah Narkotika. 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, 
Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN 
tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-
Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah 
nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai 
perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi 
vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. 

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh 
harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang 
dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap 
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Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan 
sosial. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan 
teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian 
terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi 
(controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan 
mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika.  

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 
secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas 
negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik 
bilateral, regional, maupun internasional. 

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam 
usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota 
masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan 
tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah 
berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” 
hanya untuk industri farmasi. 

 
 Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 
Ayat (1) 
 Huruf a  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika 
Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 

Huruf b 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika 
Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Huruf c 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika 
Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan ”perubahan penggolongan Narkotika” 
adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan 
kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan 
nasional. 

 
Pasal 7 

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk 
pelayanan rehabilitasi medis. 

  Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan  dan 
teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk 
kepentingan pengobatan  dan rehabilitasi, termasuk untuk 
kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan 
serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, 
penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. 
Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah 
termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari 
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pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan 
Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.  

 
Pasal 8 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:  
a. reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I 

tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi 
suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang 
apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. 

b. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I 
tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi 
suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh 
pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau 
bukan. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah 
Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh 
antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama 
dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh 
dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini.  
Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan 
terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan 
pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan 
oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya 
melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan 
peredaran gelap Narkotika.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

Ayat (1) 
Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan 
izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak 
memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif 
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